
BUPATI LAM PU NG SELA TAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR o? A TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
04 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3684);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 04);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.
6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Lampung Selatan.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah

Perusahaan Listrik Negara (Persero).
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

10.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender



18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 04);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung

Selatan.
6 Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Lampung Selatan.
7. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah

Perusahaan Listrik Negara (Persero).
8. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka

waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)
bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

10.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak
sama dengan tahun kalender



11.PajakyangterutangadalahPajakyangharusdibayarpadasuatu
saat,dalamMasaPajak,dalamTahunPajak,ataudalambagian

TahunPajaksesuaidenganKetentuanPeraturanPerundang-
undanganPerpajakanDaerah.

12.Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidari
penghimpunandataobjekdansubjekpajakatauretribusi,penentuan

besarnyapajakatauretribusiyangterutangsampaikegiatan
penagihanpajakatauretribusikepadawajibpajakatauretribusiserta

pengawasanpenyetorannya.
13.SuratPemberitahuanPajakDaerahyangdapatdisingkatSPTPD,

adalahsuratyangolehWajibPajakdigunakanuntukmelaporkan
perhitungandanataupembayaranpajak,objekpajakdan/ataubukan

objekpajak,dan/atauhartadankewajiban,sesuaidenganKetentuan
PeraturanPerundang-undanganPerpajakanDaerah.

14.SuratSetoranPajakDaerah,yangselanjutnyadisingkatSSPD,
adalahbuktipembayaranataupenyetoranpajakyangtelahdilakukan

denganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancaralain
keKasDaerahmelaluitempatpembayaranyangditunjukolehBupati.

15.SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayar,yangselanjutnya
disingkatSKPDKB,adalahsuratketetapanpajakyangmenentukan
besarnyajumlahpokokpajak,jumlahkreditpajak,jumlahkekurangan

pembayaranpokokpajak,besarnyasanksiadministratif,danjumlah
pajakyangmasihharusdibayar.

16.SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayarTambahan,yang
selanjutnyadisingkatSKPDKBT,adalahsuratketetapanpajakyang

menentukantambahanatasjumlahpajakyangtelahditetapkan.
17.SuratKetetapanPajakDaerahNihil,yangselanjutnyadisingkat

SKPDN,adalahsuratketetapanpajakyangmenentukanjumlahpokok
pajaksamabesarnyadenganjumlahkreditpajakataupajaktidak

terutangdantidakadakreditpajak.
18.SuratKetetapanPajakDaerahLebihBayar,yangselanjutnya

disingkatSKPDLB,adalahsuratketetapanpajakyangmenentukan
jumlahkelebihanpembayaranpajakkarenajumlahkreditpajaklebih
besardaripadapajakyangterutangatauseharusnyatidakterutang.

19.SuratTagihanPajakDaerahyangselanjutnyadisingkatSTPDadalah
suratuntukmelakukantagihanpajakdan/atausanksiadministratif

berupabungadan/ataudenda.
20.SuratKeputusanPembetulanadalahsuratkeputusanyang

membetulkankesalahantulis,kesalahanhitungdan/ataukekeliruan
dalampenerapanketentuantertentudalamPeraturanPerundang-

undanganPerpajakanDaerahyangterdapatdalamSurat
PemberitahuanPajakTerutang,SuratKetetapanPajakDaerah

KurangBayar,SuratKetetapanPajakDaerahKurangBayar
Tambahan,SuratKetetapanPajakDaerahNihil,SuratKetetapan

PajakDaerahLebihBayar,SuratTagihanPajakDaerah,Surat
KeputusanPembetulan,atauSuratKeputusanKeberatan.

21.SuratKeputusanKeberatanadalahsuratkeputusanataskeberatan
terhadapSuratPemberitahuanPajakTerutang,SuratKetetapanPajak

DaerahKurangBayarTambahan,SuratKetetapanPajakDaerah
Nihil,SuratKetetapanPajakDaerahLebihBayar,atauterhadap

pemotonganataupemungutanolehpihakketigayangdiajukanoleh
WajibPajak.

22.PutusanBandingadalahPutusanBadanPeradilanPajakatasbanding
terhadapSuratKeputusankeberatanyangdiajukanolehWajibPajak



23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba
rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan
Retribusi Daerah.

25.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang
diperoleh dari sumber lain.

(2) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik,
baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

(3) Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi seluruh pembangkit listrik.

Pasal 3

Dikecualikan dari Objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :
a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;
b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh

Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan Asing, dengan asas timbal batik;
c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
d. penggunaan tenaga listrik yang khusus untuk tempat ibadah.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat menggunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan tenaga listrik.

(3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak
Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.



BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga
Listrik.

(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan :
a dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan

pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya
beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variable yang
ditagihkan dalam rekening listrik;

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan
listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang
berlaku;

(3) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dihitung dengan cara mengalihkan pemakaian tenaga listrik (kwh)
harga dasar listrik dan kapasitas genset terpasang (kva).

Pasal 6

Tarif Pajak ditentukan sebagai berikut :
a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri

sebesar 8% (delapan persen);
b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri

sebesar 5% (lima persen);
c. penggunaan Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan
jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

d. penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak
penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 8

Cara menghitung besarnya Pajak dari tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri digunakan rumus sebagai berikut :

Pemakaian Energi Listrik (KWH)
Jam Nyala :

Kapasitas Genset terpasang (KVA)

Keterangan :
Jam Nyala : Jam Nyala operasi listrik selama 1 (satu) bulan.
KWH : Pemakaian Energi (KWH) dalam 1 (satu) bulan.
KVA : Kapasitas/daya tepasang (Total genset).
WBP : Waktu Beban Puncak (18.00 s/d 22.00) 4 Jam.
LWBP : Luar Waktu Beban Puncak antar WBP dengan LWBP

sesuai dengan karateristik beban system kelistrikan
setempat atau K = 1,4 faktor kali yang ditetapkan PLN.



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di Wilayah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V
PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib
mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

Pasal 12

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang dengan

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan.

(3) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri
pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

(4) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar
sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar pajak yang
terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendataan dan
pendaftaran terhadap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diawali dengan pengisian formulir pendataan dan formulir
pendaftaran secara benar dan jelas dan dikembalikan kepada Dinas,
selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan
nomor urut.

(3) Terhadap penerimaan berkas Pendaftaran, Dinas memberikan tanda
terima pendaftaran.



Pasal 14

(1) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Wajib Pajak yang telah memiliki nomor unit
wajib mengisi pendataan dengan lengkap dan benar serta ditanda
tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada
Dinas.

(2) Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar Wajib Pajak dan kartu
data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar
pemeriksaan SPTPD yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENANGIHAN

Pasal 15

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka
waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran;

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah saat terutangnya pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(4) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.



(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran
adalah sebagai berikut :
1 Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk menerbitkan STPD

apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang bayar ;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan

c. kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan dan/atau bunga.

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutang pajak.

3. STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak
terutang pada kurun waktu tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran atau penundaan adalah sebagai
berikut :
1. SKPD Tahunan atau SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

2. Kepala Dinas dapat memberikan pesetujuan kepada wajib
pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

3. Persyaratan penundaan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1)STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah sebagai berikut :
1 penyalahgunaan izin yang diberikan;
2. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang

tersedia;
3. pengoperasian unit pembangkit yang tidak sesuai dengan

perizinan ;
4. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran

pajak daerah;
5. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak

menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
C. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.



Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus member! keputusan atas
keberatan yang diajukan

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penertiban Putusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratu persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;



b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar; dan

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
Kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

BABX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan dalam jangka waktu paling
lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada :
a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Retribusi

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing;

b. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab
Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.



(5) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran
adalah sebagai berikut :
1. Bupati menunjuk Kepala Dinas untuk menerbitkan STPD

apabila :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang bayar ;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan

c. kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan dan/atau bunga.

2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2
% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutang pajak.

3. STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo
pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD.

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pajak
terutang pada kurun waktu tertentu.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4) Penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk mengangsur atau menunda pembayaran serta
tata cara pembayaran angsuran atau penundaan adalah sebagai
berikut :
1. SKPD Tahunan atau SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan
putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

2. Kepala Dinas dapat memberikan pesetujuan kepada wajib
pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

3. Persyaratan penundaan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

(1)STPD merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi 1
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.



(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan
7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak
harus melunasi pajak yang terutang.

(4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian STPD dan
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
adalah sebagai berikut
1. penyalahgunaan izin yang diberikan;
2. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang

tersedia;
3. pengoperasian unit pembangkit yang tidak sesuai dengan

perizinan ;
4. penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran

pajak daerah;
5. penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak

menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;
d. SKPDN; dan
e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)

bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.



Pasal 20

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya
kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan
yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan
diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban
membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penertiban Putusan Banding.

Pasal 22

(1)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar
100% (seratu persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
a. membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang-
undangan Perpajakan Daerah;



b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar; dan

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
Kepada Bupati, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
dengan memberikan alasan yang jelas.

BABX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) satu dilakukan dalam jangka waktu paling
lama (2) dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional
dibayarkan kepada
a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungutan Retribusi

Pelayanan Kesehatan sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing;

b. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggung jawab
Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungutan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.



Pasal 26

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Instansi yang
melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Besamya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi Pendapatan.

(4) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di peruntukan untuk :
a. Bupati : 0,50 % (nol koma lima puluh persen).
b. Wakil Bupati : 0,25 % (nol koma dua puluh lima

persen).
c. Sekretaris Daerah : 0,25 % (nol koma dua puluh lima persen).
d. Dipenda dan

Instansi lain yang
membantu
pelaksanaan
pemungutan : 4 % (empat persen).

BAB XII
KETENTUTAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka semua
peraturan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan
dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal lG Vw^y 2011
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

RYCKOMENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR
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BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth,

PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

JINAS PENDAPATAN DAERAI
JL, Kol. Makmun Rasyid No. 4f

Tip. (0727) 322242 Kalianda

SPTPD
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH )

Masa Pajal :
Tahun

NO. URUT
Ld_UJU I

Nama
Alamat
NPWPD I [ I I ] I IJ I III

Perhatian :
1 Harap diisi dalam rangkap dua(2) ditulis dengan hutuf CETAK
2 Beri nomor pada | |yang tersedia untuk jawaban yang diberikan,
3 Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dispenda Kab Lampung Selatan

paling lambat pada tanggal 10 bulan
4 Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan penatapan secara jabatan untuk

WP yang berdasarkan official Assesmnet dan denda untuk Wajib pajak yang berdasarkan self Assesment.
A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Merk /Tipe Genset
2. Golongan Tarif J 1

2
3
4

Industri/ Bisnis
Rumah tangga
Sosial
Lainnya

3.Kapasitas Daya Kva
4.Voltase (tegangan) Volt
5 Konsumsi BBN/bln Liter/bulan
6.Faktor daya
7 Beban Pemakaian Amp
8,Jam Operasional

1
2

WBP jam
LWBP : Jam

Han
hari

Jumlah = Unit


